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Menimbang: a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran dan
target pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan oleh
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OI4 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2Ol3-2O18 perlu dijabarkan dalam
perencanaan dan pengangga-ran tahunan;

bahwa agar pelaksanaan perencanaan dan penganggaran
daerah tahunan berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan
tepat waktu diperlukan pengaturan mekanisme perencanaan
pembangunan daerah dan penganggaran tahunan yang
tertuang dalam Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan
dan Penganggaran Daerah Tahunan;

bahwa Pedoman Umum Perencanaan Pembangunan dan
Pengangga-ran Daerah Tahunan dimaksudkan untuk
memastikan agtr pelaksanaan proses perencanaan
pembangunan dan pengangga-ran daerah tahunan
dilaksanakan tepat waktu sesuai mekanisme yang benar;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
da,lam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perencanaan Pembangunan dan
Penganggaran Daerah Tahunan Provinsi Nusa Tenggara
Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
i958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor l6a9l; L

Mengingat: 1.

b.

C。

d。



Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistim
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor tO4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2l);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol4 Nomor 2+4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587i sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;
Peraturan Menteri Dzrlzr.m Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

MeuetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TAHUNAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETEITTUAIT UMUM

Bagian Kesatu

Pengertlan

Pasd I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat

Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut
Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. KabupatenlKota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
rtr[,

2.

3.

4.



9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya
yang tersedia.

1 1. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan
tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam
suatu lingkungan wilayah /daerah dalam jangka waktu tertentu.

12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat
RPJM, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.

15. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD
adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat
Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.

18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disingkat Musrenbang Tahunan Daerah adalah forum antar pemangku
kepentingan dalam rangka menyusun RKPD.

19. Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagi pemanfaat/sasaran
kegiatan untuk berperan secara aktif mulai dari perencarlaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelestarian hasil kegiatan.

20. Forum PD merupakan wahana altar pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

21. Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalarnan dalam memfasilitasi
dan memandu diskusi kelompok/konsultasi publik yang memenuhi
kualifikasi berbagai kompetensi teknis/substansi dan memiliki keterampilan
dalam penerapan teknik dan instrumen untuk menunjang partisipatif dan
efektivitas kegiatan.

22. Narasumber adalah pihak pemberi informasi yang perlu diketahui peserta
musrenbang untuk proses pengambilan keputusan hasil musrenbang.

23. Program ada-lah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran tetap, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 
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24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan unit ker1'a sebagai bagian dari pencapaian sasa.ran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakal pengerahan
sumber daya balk yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (inpuf)
untuk menghasilkan keluaran loutpufl dalam bentuk barang/jasa.

25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah APBD Provinsi NTT.

26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah

27.
TAPD Provinsi NTT.
Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dal pembiayaan serta
asumsi yang menrlasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
yang diberika,n kepada PD untuk setiap plogram sebaga,i acuan dalam
penyusunan RKA-PD.
Rencana Kerja dal Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah
dokumen perencaraan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan,
rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan
sebagai dasar penyusunan APBD.

Bagial Kedua

MaAsud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah tersedianya pedoman bagi seluruh
pemangku kepentingan da,lam penyusunan rencana pembangunan dan
pengangga,ran tahunan agar lebih tera_rah, tepat sasaran, dan tepat waktu yang
bersinergi baik antar sektor maupun wilayah.

Bagiaa Ketiga

tr'uagsi

Pasal 3

Perencanaan Pembangunal dan Pengalggaral Daerah Tahunan berfungsi
untuk memberikan acual dalam pelaksanaan perencanaan pembangunal
daerah dan penganggaran daerah tahunan kepada seluruh pemangku
kepentingan. I
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BAB II
DOKUMEN PERENCANAAN

Pasa1 4

Pcrencanaan Pcmbangunan dan Penganggaran Tahunan sebagalmana
dirrlaksud dalarn Pasa1 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I.  PENDAHULUAN
II.  PENYUSUNAN RKPD DAN REN」A PD
IHo PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KUA― PPAS
IV. TAHAPAN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBD.

Dokumcn PcrencaFlaan SebagaimaFla dimaksud pada ayat(1),terCarltum
dalarn larnpirarl dan lnerupakan bagian yarlg tidak terpisahkan dari
Pcraturan Gube■ 1lur ini。

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

ι FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tarlggdよ |1期りにψ閥 2017

SEKRETARIS pAERAH
PROVINSI Nψ DA TEドGGARA TIMUR,
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.FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2OL7 NOMOR 04
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LAMPIRAN: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIIttUR

Ⅷ麗L:筋湯楊勝1了

I.  PENDAHULUAN

Siklus perencanaan dan penganggaran tahunan mulai bulan Januari sampai
dengan Desember adalah sebagai berikut :
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NO. BULAN XEGIATA4LT

1. Januari Musrenbang Desa

2. Februan Musrenbang Kecamatan
Pokok-pokok pikiran DPRD

3. Maret o Forum PD Pen;rusunan Renja PD
KabupatenlKota

o Musrenbang Kabupaten/Kota
. Forum PD Penyusunan Renja PD Provinsi

4. Ap五1 Musrenbang Provinsi
Musrenbangnas

5. Mci Penetapan RKPD

6. .Iuni o Pembahasan & Kesepakatan KUA antara
KDH dengan DPRD

. Pembahasan & Kesepakatan PPAS antara
KDH dengan DPRD

7. Juli - September Penyusunan RKA - PD dan RAPBD

8. Oktober - November Pembahasan dan Persetujuan Rancangan
APBD debgan DPRD

9. Desember Evaluasi Rancangan Perda APBD
Penyusunan DPA - PD
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Gambar 2
Kerangka Waktu & Siklus Perencanaan dan Penganggaran Tahunan
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Perencanaan dan penganggaran daerah tahunan dimulai dari perencanaan
penyusunan Rancangan awal RKpD dan Reqja pD.
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LangkahJangkah penyusunan RKPD dan Renja PD adalah sebagai
berikut :

II. PE}IYUSUNAN RKPD DAN RENJA PD

A. PEI{YUSUNAN RKPD

Ketentuan Pasal 1O1 Permendagri Nomor 54 Tahun 2O1O, memberikan
kewenangan kepada Bappeda untuk menyrsun RKPD.

Tahapan penJrusunan dibagi ke dalatn 6 (enam) ta.l.apan, yaitu :

I. PERSIAPAN PENYIJSUNAN RKPD.

Persiapan pen) rsunan RKPD dilakukan pada bulan .Ianuarl Tahapan
ini terdiri atas :

1) Pembentukan Tim Penyusun RKPD

Tim penyusun RKPD ditetapkan dengan Keputusan Gubemur, dengan
strukhrr sekurang-kurangnya terdiri atas :

Penanggunglawab

Ketua Tirn

Wakil Ketua

Sekretaris

Anggota

Sekretaris Daerah

Kepala Bappeda

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Sekretaris Bappeda

Kepala PD sesuai dengan kebutuhan

2) Orientasi mengenai RKPD

Orientasi mengenai RKPD kepada seluruh anggota Tim dilakukan
untuk penyarnaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap
berbagai peraturan perundang-undangan kebijakan pemerintah
berkaitan dengan perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah,
keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya terutama
RPJMD, Teknis Penyusunan Dokumen RKPD, dan menganalisis serta
menginterpretasikan Data dan Informasi perencan.ran Pembangunan
Daerah yang diperlukan dalam men5rusun RKPD. Terhadap hal ini
dapat dilihat pada gambar 4 Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi;

3) Penyusunan Agenda Ke{a

Jangka waktu dan kegiatan penJ rsunan dokumen RKPD sangat
ketat, Oleh karena itu perlu disusun agenda kerja sejak persiapan
sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD,
Agenda Kerja harus disesuaikan karena RKPD Provinsi sudah harus
ditetapkan paling lambat bulan Mel. Agenda kerja secara rinci
sebagaimana terlihat pada tabel 1 dibawah.
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Parcncanaan dan pan8anggaran Tahunen Dacrah

ra.ncangan awal RKPD dan rsncangorl Renia-

- Surat Edaran Lc PD
- Surat kc DPRD tcntang pcnyampaia! Pokok-Pokok

Perencanaan dan
Tabel 1

Tahunan Daerah REN」A PD dan APBD
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Gambar 4
Bagan Alir Penyusunan RKPD Provinsi
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4) Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting yang ha-rus tersedia
dalam penyusunan RKPD, karena menentukan kualitas dokumen
RKPD yang akan disusun. Untuk itu, perlu dikumpulkan data dan
informasi perencan€ran pembangunan daerah yang akurat serta
dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang harus ada adalah :

a) Aspek Geografi dan Demografi

(1) Karakteristik lokasi dan wilayah, mencakup:
(a) Luas dan batas wilayah administrasi;
(b) Letak dan kondisi geografrs antara lain terdiri dari :

(1)) Posisi astronomis;
(2)) Posisi geostrategis;
(3)) Kondisi/kawasan, antara lain meliputi:

(a)) Pedalaman;
(b)) Terpencil;
(c)) Pesisir;
(d)) Pegunungan;
(e)) Kepulauan;

(4)) Topograi, antara lain terdiri dari :

(a)) Kemiringan lahan;
(b)) Ketinegian lahan;

(5)) Geologi, antara lain terdiri dari :

(a)) Struktur dan Karateristik;
(b)) Potensi;

(6)) Hidrologi, antara lain terdiri dari:
(a)) Daerah aliran sungai;
(b)) Sungai, danau dan rawa;
(c)) Debit;

(7)) Klimatologi, antara lain terdiri dari :

(a)) Tipe;
(b)) Curah hujan;
(c)) suhu;
(d)) Kelembapan;

(8)) Penggunaan lahan, antara lain terdiri dari :

(a)) Kawasan budi daya;
{b)) Kawasan lindung;

(2) Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat
diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai kawasan budi daya seperti perikanan,
pertanian, paiwasata, industri, perl-ambangan dan lajn-lain
dengan berpedoman pada Rencana Tata Rualg Wilayah.

(3)Wilayah Rawan Bencana

Menjelaskan deslrripsi karakteristik wilayah, sehingga dapat
diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi rawan bencana
agar dapat mengantisipasi dan menangulangi bencana yang
terjadi dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang
Wilayah.
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(4)Demografi

Memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi
penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah dari
waktu ke wakhr akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta
penu.urn. Analisis kependudukan dapat merujuk pada
komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau
kelompok tertentu yang didasarkan lriteria seperti
pendidikan, kewarganegaraan, ag,rma, atau entitas tertentu.

b) Aspek Kesej ahteraan Masyarakat
Terdiri dari :

1) Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Memuat : pertumbuhan PDRB, laju inllasi provinsi, PDRB
per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi
Bank Dunia, indeks ketimpangan Willia",son (indeks
ketimpangan regional), persentase penduduk di atas garis
kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

2) Fokus Kesej ahteraan Sosial
Memuat : angka melek huruf, angka rata-rata lama
sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang
ditamatkan, angka partisipasi murni, angka
kelangsungan hidup bayi, angka usia harapal hidup,
persentase penduduk yang merniliki lahan, rasio
penduduk yang bekerja.

3) Fokus Seni Budaya dan Olahraga
Memuat : junlah grup kesenian, jumlah ldub olahraga,
dan jumlah gedung olahraga.

c) Aspek Pelayanan Umum
Terdiri dari :

1) Fokus Layanan Urusan Wajib
Berisi : indikator-indikator kinerja penyelenggaraan
urusan wajib pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan
pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan,
penataan rrraflg, p€rencanaan pembangunan,
perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan
perempuan dan perlindun gan anak, keluarga berencana
dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi
dan usaha kecil menengah, penanErman modal,
kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan
bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah,
pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian,
ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa,
statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika dan
perpustakaan.

2) Fokus l,ayanan Urusan Pilihan
Berisi : indikator-indikator kinerja penyelenggaraan
urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang
urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya
mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan,
perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

d) Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi
daerah, fasilitas wilayah atau infra strukhrr, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.



Indikator variabel aspek daya saing daerah terdiri dari:

1) Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah
dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi
rumah tangga per kapita (angka Konsumsi RT per
kapita), pengeluaran konsumsi non pangan per kapita,
produktivitas total daerah, dal nilai tukar petani.

2) Fokus F4sililas Wilayah/Infrastrulrhrr

Memuat : indikator-indikator rasio panjang jalan per
jumlah kendaraan, jumlal orang/barang yang
terangkut angkutan umum, jumlah orang/barang
melalui dermaga/barrdara/terminal per tahun, ketaatan
terhadap RIRW, luas wilayah produktif, luas wilayah
industri, luas wilayah kebanjiran, luas wilayah
kekeringan, luas wilayah perkotaan, jenis darr jumlah
bank dan cabang, jenis dan jumlah perusairaan
asuransi dan cabang, jenis, kelas, dan jumlah restoran,
jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel, persentase
rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih, rasio
ketersediaan daya listrik, persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik, dan persentase penduduk yang
menggunakan HP/ telepon.

3) Fokus Iklim Berinvestasi

Memuat : indikator-indikator: angka kriminalitas,
jumlah demo, Tatna proses perijinan, jum_lah dant macam
pajak dan retribusi daerah, jumlah perda yang
mendukung iklim usaha, persentase desa berstatus
swasembada terhadap total desa.

4) Fokus Sumber Daya Manusia

Memuat : indikator-indikator: Tingkat pendidikan,
jumlah Penduduk yang bekerja, Ketersediaan Lembaga
Pendidikan Non Formal dan Formal di NTT, rasio Siswa:
Guru di NTT.

2. PEI\TNJSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD

Terdapat 2 (dua) tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian
proses yang berurutan, yaitu:
1. Tahap perumusan rancangan awal RKPD; dan
2. Tahap penyajian rancangan awal RKpD.

Bagan alir tahapan penyusunan r€rncang€rn awal RKpD provinsi
dapat dilihat pada gambar 6 sebagai berikut:
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Gambar 6
Pen)rusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi

a) Tahap Perumusan Rancangan Awal RKPD

Pemmusan rancangarl awal RKPD merrpakan awal dari seluruh
proses penlnrsunan rancErngan RKPD untuk memberikan panduan
kepada seluruh PD provinsi men5rusun rancangan Renja PD dan
berfungsi sebagai koridor perenc€rnEran pembangunan daerah dalam
kurun waktu 1 (satu) tahun.

Perrrmusan rancangan awal RKPD Provinsi dilakukan melalui
serangkaian kegiatan berikut:
1) Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyaqjikan
seluruh kebutuhan data dari laporan, informasi, hasil analisis,
resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan (slide atau
uhite papei, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang
lebih terstruktur, sistematis, dan relevan fagi pembahasan tim
dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penJrusunErn
ranc€rngan awal RKPD.
Data yang dibutuhkan :

a) Data dan Informasi Gambaran Umum Kondisi Daerah
b) Data dan Informasi Gambaran Pengelolaan Keuangan Daeratr
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2)

3)

4)

5)

6)

Analisis gambaran umum kondisi daerah;
Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang
kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kine{a
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan
kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi
3 (Uga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Analisis ekonomi dan keuangan daerah;
Anatisis ekonomi daerah r{imaksudkan untuk menilai sejauh
mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi
kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro
ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalan
perencanaan pembanggnan jangka menengah. Salah satu
indikator utama ekonomi daerah adalah penghitungan Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB). Indikator-indikator lain yang
tak kalah penting antara lain tingkat pengangguran,
kemiskinan, investasi, inllasi dan lain-tain.
Analisis Keuangan Daerah
Perhitungan kapasitas keuangan daerah beserta kerangka
pendanaan, dilakukan dengan :
(a) Evaluasi atas Hasil Perhitungan Kapasitas Keuangan

Daerah RKPD tahun rencana
(b) Penglritungan Kapasitas Keuangan Daerah

Evaluasi kinerja tahun lalu;
Evaluasi kine{a tahun lalu memperhatikan capaian kinerja
RPJMD dan hasil evaluasi kinerja RKPD tahun lalu. Hasil
evaluasi kinerja tahun lalu selain mereuieut RPJMD dan RKPD,
juga memperhatikan dokumen RKPD tahun be{alan.

Penelaahan terhadap kebliakan pemerintah nasional;
Menguraikan kebijakan nasional berupa arah kebijakan
pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional
maupun yang dirumuskan dalarn RKP (rancangal awal).
Disamping itu juga penelaahan pengaruhnya terhadap
penlmsunan RKPD yang direncanakan. Yang perlu dicermati
adalah prioritas dan sasaran serta fokus pembangunan untuk
tahun rencana yang terkait dengan daerah yang direncanakan.

Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian
permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD
berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar
pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui
reses. Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, yang dapat
rlimintakan dari sekretariat DPRD.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, antara lain sebagai
berikut:

a. Inventarisasi jenis program / kegiatalr yang diusulkan DPRD
dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok
pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokan ke dalam urusan
PD.

b. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan
berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan
tersebut.

c. Indikator kine{a yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.
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d. Lakukan pengecekan dan validasi oleh Tim Penyusun RKPD
yang berasal dari PD terkait terhadap kebutuhan riil di
lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat,
kemendesakan, efi siensi dan efektivitas.

e. Rumusan usulan program dan kegiatan yang dapat
diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

f. Sajikan dalam tabel, sebagaimana terlihat pada gambar 7
dibawah ini:

Gambar 7
Tabel Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
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7l Perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
Permasalahan pembangunan daerah merupakan "gap
expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini
dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai
dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaeln sedang
dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada
umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan
secara optimal dan kelemal an yang tidak diatasi.
Analisa yang dilakukan :

a. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan
Sasaran Pembangunan Daerah

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas
jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan,
khususnya bag. program pembangunan daerah (RPJMD)
dengan prioritas pembangunan daerah (RKPD) pada tahun
rencana, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebliakan
nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

b. Identifikasi Permasalahan
Pemerintatran Daeratr

Penyelenggaraan Umsan

Permasalatran pada bagran ini merupakan permasalahan
pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintatr unhrk
bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewqiiban
setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintatr untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi

Progra暉
Keghtan

‐
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kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan
dan mensej ahterakan masyarakat.

8) Perumusan rancang€rn kerangka ekonomi dan kebijakan
keuangan daerah;
Perumusan dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis
terhadap kerangla ekonomi daerah dan pendanaan tahun
rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan menjadi
sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, dengan langkah-langkah:
a. Perumusan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
b. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang
kebljakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah
dalam mengelola pendapatan daerah, belar{a daerah,dan
pembiayaan daerah. Tujuan utama keb{iakan keuangan
daerah adalah bagaimana mening|<atkan kapasitas (riil)
keuangan daerah dan mengelisiensikan penggun€rannya.
Karena itu berisi :

l) tuah Kebljakan Pendapatan Daerah
Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:
a. Kebijakan perenc€rn€ran pendapatan daerah yang akan

dilakukan pada tahun zrnggaran berkenaan, dengan
meningkatkan optimalisasi sumber-sumber
pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan
dapat terealisasikan dan sedapat mungkin mencapai
lebih dari yang ditargetkan.

b. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan taiget
pendapatan daerah.

c. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai
target.

2) Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijal<an penetirnaa n
pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan
daerah.

3) Arah Kebijakan Belanja Daerah
Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan
dilakukan oleh Pemerintah Daerah, minimal yang terkait
langsung dengan pengelolaan Belanja (Betanja Langsung
maupun Belanja Tidak Langsung) dalam APBD.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih
dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain
belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok
pinjaman, bela4ia subsidi, belanja bagr hasil, serta
belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada
tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana
yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat
dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung
setiap PD.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja
sosial, dan belanja bantuan kepada provinsi dan
Kabupaten/ Kota/ Pemerintah Desa, serta belanja tidak
terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan
ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

う
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9) Perumusan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
beserta Pagu Indikatifirya.
Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan
program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan
capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat
keterdesakan dan daya ungkit bagi kineda pemb.rngunan
daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan
mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah
terkait, dihubungkan dengan program pembangunan daerah
(RPJMD) pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.
Untuk kepentingan pendanaan pembangunan daerah, rencana
pembangunan daerah menggunakan jenjang atau tingkat
prioritas menjadi tiga yaitu Prioritas I, Prioritas II, dan Prioritas
III.

Perumusan Prograrrt Prioritas beserta Pagu Indikatifnya

Di tingkat RPJMD, penentuan pagu indikatif di tingkat tim
Bappeda menghasilkan program dan pagu indikatifirya.
Kemudian oleh PD (Renstra PD masing-masing program
dijabarkan ke dalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di
RKPD, dalatn hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan
daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan
RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut
dialokasikan untuk program/kegiatan altematif dan program
kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan
kegiatan yang tidak tercantum pada renstra PD dengan kriteria
sebagai berikut:

l. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat

2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran PD
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas

nasional yang mendukung percepatan pembangunan
daerah

4. Dilakukan jik" kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang
sesuai dengan sasaran Renstra PD.

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah

Mengemukakan program-prograrn yang memerlukan prioritas,
berdasarkan pada sasaran yang harus dicapai dalam dokumen
RPJMD, pencapaian kinerja, masalah dan tantangan pokok
pembangunan, serta tema, tduan, dan arah keb{lakan
pembangunan daerah.

Pada bagian ini dirumuskan:

l. Kriteria Penyusuaan Prioritas.
2. Prioritas isu-isu pembangunan daerah untuk tahun

rencana.
3. Prioritas pembangunan daerah.
4. Sasaran pembangunan daerah.
5. Urutan prioritas urusan wajib/pilihan pemerintahan

daerah.
6. Urutan prioritas program pada masing-masing prioritas

urusan wajib / pilihan pemerintahandaerah.
7. PD yang bertanggungiawab dalam pelakeanaan prograrn.

10)
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12) Pelaksanaan Porum Konsultasi Publik

Pelaksanaan forum konsultasi publik dimaksudkan untuk
menjaring aspirasi pemangku kepentingan pada tahap awal
dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapaa para
pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran
pembangunan pada tahun yang direncanakan.

Bahan yang dikonsultasikan adalah rumusan sementara
prioritas dan sasaran pembangunan untuk tahun rencana serta
dasar analisis yang mendukung rumusan tersebut :

Yang dlundrrrg : para pemangku kepentingan utama yang
terdiri dari unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi
profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat.

Bappeda meagundrng seluruh Kepala PD untuk pembahasan
rancangan awal RKPD, guna disepakati sebagai pedoman
penJrusun€rn r€rnczrng€rn Renja PD. Bappeda menglrlmkan
raacangan awal RNPD yang dlsertal dengan Jadwal kaleader
pererrca[aaa daerah untuk tahu- lrang dlreacanakg" kepada
selunrh PD sebagat bahan untuk menJrusu! raacaagan RenJa
PD.

13) Penyelarasan Rencana Program Prioritas beserta pagu Indikatif
Mengemukakan antara program yang telah disusun dalam
ranc{rngan awal RKPD kemudian progr.rm tersebut diserahkan
pada PD untuk disusun prioritas kegiatan, dalam penyusunan
prioritas kegiatan PD juga memperhatikan kegiatan yang telah
disusun dalam dokumen Renstra pD sehingga te{iadi
keselarasan dalam penyusunan progrErm dan kegiitan yang
telah disusun oleh pemda dan pD. (Tabel T-V-C.63 s/d T_Vl
C.66 sbg working paper, yang disqjikan adalah tabel T-V-C.67).

Tabel. T-V.C.63
Prioritas dan Sasaran pembangunan Oaerah Tahun

Provinsi/Kabupaten/kota*) ..................

No
Prioritas

Pembangunan
Oaerah

Sasaran
Pembangunan

Oaerah
Nama Program

PD Penanggung
Jawab

(■) (2) (3) (4)

■ Prioritas 1.....-..

Programl ....

Prcgram2....
2 Prioritas 2........
3 P“ o“ tas 3.. ¨

4 Prlorltas 4 ¨ Program 1 .-..

5
Dst

atau nama

Cara Pengisian :

Kolom(l) diisi dengan nomor urut prioritas pembangunan daerah untuk
tahun rencana.

Fl.- (?l <tiisi dengan uraian.nama/rumusan prioritas pembangunan.
Kolom {3) ,liisi dengan uraian judul,/rrrrrrian sasaran pembangunan

daerah.
Kolom (4) diisi dengan uraian nama progrern dari masing_masing prioritas.

14



Kolom(S) diisi dengan nama PD yang akan bertanggungiawab dal
melaksanakan program dan/atau kegiatan yang direncanakan
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Analisis penetapan proporsi alokasi total dana pagu indikatif

Untuk menetapkan pagu indikatif, digunakan perhitungan pagu indikatif
yang telah dibuat dalam dokumen RPJMD tahun rencana. Untuk itu
dibutuhkan analisis sejauh mana asumsi yang mendasari perhitungan pagu
indikatif masih relevan dengan kondisi riil dan permasalahan/isu
pembangunan tahun rencana, selanjutnya hasil analisis tersebut digunakan
untuk mengevaluasi besaran/proporsi alokasi total dana pagu indikatif pada
masing-masing prioritas, sebagai berikut:

Tabel.T.V..C.64

Penetapan Proporsi A!okasi Dana Pagu indikatif

Provins1/Kabupaten/Kota ★̈)■ )

Uraian

Proporsi alokasi dana

pagu indikatrf RPJMD

tahun rencana

Proporsi & alokasi
dana pagu indikatif

RKPD tahun rencana

Se‖ sih
Keterangan

Rp % Rp % Rp %

■ Prior tas i

2 Prior tas:|

3 Prioritas lll

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsy'kabupaten/kota

Dengan menggunakan dokumen RPJMD pada
penenfiran/penghitungan pagu indikatif, lalu disalin dan
sebagaimana dijelaskan di atas melalui tabel berikut.

Tabel. T.v..C.65
Alokasi Pagu lndikatif

Provinsi/Ka bu paten/ Kota......* )* )

bagran
diproses

No Uraian

Proyeksi

RP」 MD tahun
rencana

(Rp)

Proyeksi RKPD
tahun rencana

(Rp)

Ｓｉｈ

，
割
は

PD Penangung
Jawab

■ Prioritas I

a  Program pendidikan

. Program 1..

. Prcg.am2..
b. Program kesehatan
o BelanJa■

● BelanJa 2

c. Prioritas/Program-program
pembangunan daerah

. Program 1..

. Program 2..

. Program 3..

2 Prioritas:|

. Program 1..

. Prcgr,am2..

. Program dst....

3 Prioritas i‖

・   tambahan penttasilan PNS
●  belanJa hibah

. belanja bantuan sosial
organisasi kemas\€rakatan

. belanja bantuan keuangan
kepada
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Setelah diketahui program dan pagu indikatifnya, maka dibuatlah tabel
kompilasi program dan pagu indikatif tiap PD yang memberikan informasi
program beserta pagu indikatif per PD, seperti tabel di bawah ini:

Tabe:.T.V.C.66
Komp‖ asI Program Dan Pagu!ndikatif■ap PD

Provinsソ Kabupaten/Kota   力)・ )

Cara Pengisian :

Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom
Kolom

に

ｐ

ｐ

Ｆ

欅

６

diisi dengan nomor urut.
diisi dengan nama-nama PD

diisi dengan Narna Program Per-PD
diisi dengan Indikator program kegiatan
diisi dengan target yang akan dicapai
diisi dengan jumlah pagu yang tersedia

Berdasarkan tabel kompilasi program dan pagu indikatif tiap PD, selanjutnya
dibuat tabel yang memberikan informasi prograrn dan kegiatan setiap PD beserta
pagu indikatifnya, seperti pada tabel dibawah ini:
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No Uraian

Proyeksi

RPJMD tahun
rencana
rRo)

Proyeksi RKPD
tahun rencana

(Rp)
輌ｍ

PD Penangung
Jawab

provins1/kabupaten/kOta/d∝ a
. alokasidana desa
o behnla ldak terdu頷

No PD Program
Kinerla

Pagu lndikatif
Indikator Target

(■) (2) (3) (4) (5)

OPD A Program 1..

Prcgam 2..

PrOgram dst

OPD B Program 1-.

Program 1..

Program dst..

3 Dst



TabelT V C 67
PrOgram dan Ke」 atan PD

Provinsi/Kabupaten/kOta    ★)
Tahun

Nama PD: lembar ,.....dari ...

Kode
Uosan/aidang Urusan
Pemeintahan Daerah

Oan Prcgam/Kegjetan

indikator

Kinerja

PrOgram

/Kegiatan

Rencana Tahun ............ (tahun
rencSna)

ｎ

３́

輌̈

Prakiraan MaJu Rencana

Tahun

Lokasi 呻̈
嚇

Kobutunan
Dana/pagu
indikatr 呻̈
嚇

Kebutuhan
Danay' pagu

indikatif

Tata Cara Pengisian :

Kolom (1) Diisi dengan kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah/ Prograrn / Kegiatan.

Kode Urusan Pemerintahan Daenh

Kode Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Kode Program

Kode Kegiatan

Kolom (2) Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah / Program / Kegiatan
diisi dengan:

r uraian nama urusan pemerintahan daerah-
o uraian nama bidang umsan pemerintahan daerah; sesuai dengan

Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentatg Pembagian
Urusan Konkuren antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

. uraian judul program yang direncanakan.
o uraian judul kegiatan yang direncanakan.

Kolom (3) Indikator Kinerja Program/ Kegiatan diisi sebagai berikut:
o jenis indikator kinerja program /kegiatan sebagaimqn4 tercantum

dalqrn Renstra PD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil
evaluasi.

o indikator kinerja progratn (outame/hasi1) adalah sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka
menengah (efek lalgsung). Pengukuran indikator hasil seringkali
rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utarna
daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai
dengan baik, belum ter:tlu out@me kegiatan tersebut telah tercapai.
Aitcone menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi
yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan
indikator outcom.e, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang
telah diperoleh dala'n bentuk outtrrut m.ema g dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi
masyarakat banyak. Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk
mengisi uraian indikator hasil program yang akan dicapai selama
periode Renstra PD yang direncanakan 56foagaiman4 tercantum
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dalam Renstra PD atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil
evaluasi.

o indikator kinerja kegiat an (output/keluaran) adalah sesuatu yang
diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat
berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran
digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu
kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat
menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai
dengan rerTcarra, Indikator keluaran dijadikan landasan untuk
menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitlan
dengan sasaran yang terdefrnisi dengan baik dan terukur. Indikator
keluaran harus sesuai dengan ling[up dan sifat kegiatan instansi.
Oleh karena itu kolom ini digunakan untuk mengisi uraian indikator
keluaran dari setiap kegiatan yang bersumber dari Renstra-PD
berkenaan, maupun kegiatan baru yang strategis dan sesuai dengan
kebutuhan terkini.

Kolom (4) Diisi lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana.

Kolom (5) Diisi target kine{a capaian program/kegiatan pada ta}run rencana;

Kolom (6) Diisi besaran dana yang dibutuhkan untuk program/kegiatan pada
tahun rencana;

Kolom (7) Berisi catatan penting yang dirasa perlu untuk menambah
penjelasan tentang penentuan pagu;

Kolom (8) Diisi target kinerja capaian program/kegiatan pada prakiraan maju
tahun rencana

Kolom (9) Diisi besaran dana yang dibutuhkan uatuk program /kegiatan
prakiraan maju

e) Tahap Penyajian Rancangan Awal RKPD

Penyajian rancangan awal RKPD pada dasarnya merupakan penyajian dari
hasil analisis data/informasi dari tahap perumusan ke dalarn dokumen RKPD.
Penyajian rancangan awal RKPD tersebut disusun menurut sistematika
sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

l.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penJ lsun€rr RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam
periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD
dengan dokumen RPJMD, Renstra PD, Renja PD serta
tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD, baik yang berskala
nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah
diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah
yang mengatur tentang perenc€rn€uur dan penganggaran ataupun
tentang tata cara penJrusunan dokumen perencanaan dan
pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

Tidak perlu semua peraturan perundang-undangan
dicantumkan, melainkan culorp pada peraturan perundang-
undangan yang memuat ketentuan secara langsung terkait
dengan penyusunan RKPD.
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Hubungan antar Dokumen

Menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan
beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain,
seperti: RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RIIRW Provinsi.

Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait
dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di
dalamnya.

Maksud dan Trrjuan

Memberikan uraian ringkas tentang tujuan pen5 rsun€rn
dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran
pen5 lsunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersanglutan.

BABII. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINER^'A PEI{YELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu
juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun
berjalan sebagai bahan acuan.

2.l.Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menjelaskan dan menyajikan sec.rra logis dasar-dasar analisis,
gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografr dan
demografi serta indikator kine{a penyelenggaraan pemerintah
daerah.
Tidak seluruh informasi dalam perurnusan tentang gambaran
umum kondisi daerah ditampilkan dalam penyqjian. Hanya
informasi yang relavan dan penting saja yang perlu dicantumkart
untuk mendapatkan fokus yang baik dalam dokumen. Suatu
informasi dianggap relevan dan penting jika menjelaskan gambaran
umum kondisi daerah yang selaras dan mendukung isu strategis,
permasalahan pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan
kebutuhan perumus€Ln strategi.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.2. Aspek Kesej ahteraan Masyarakat

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD

Mengemukakan hasil evaluasi pelaksanaan progrzrm dan kegiatan
pembangunan daerah tahun lalu. Evaluasi meliputi seluruh
progr€rm dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori
uruszrn wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi
capaian target kinerja keluaran kegiatan dan realisasi target
capaian kinerja prograrn tahun lalu terhadap RPJMD.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

2. Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target
kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan.

3. Realisasi prograrn atau kegiatan yang melebihi target kinerja
hasil atau keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau
melebihi target kinerja program atau kegiatan.

1.3

14.

1.5
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5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD
dan kine{a pembangunan daerah.

6. Kebljakan atau tindakan perencan€uur dan penganggaran yzrng
perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.3.Permasalahan Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum
permasalahan pembangunan daerah yaitu isu permasalahan daerah
yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan
permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar
dan tugas fungsi PD.

BABIII.RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH

Memuat pe4jelasan ter;.tar:g kondisi ekonorai tahun lalu dan
perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator
pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan
kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan
perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebliakan Ekonomi Daerah

Mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang
bersumber dari dokumen RKP (Nasional), RKPD Provinsi dan juga
kebijakan di bidang ekonomi dalam dokumen RPJMD
kabupaten/kota.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk
mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi
Kepala Daerah, serta isu strategis daerah, sebagai payung untuk
perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang
akan dilaksanakan pada tahun rencana.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh
Pemerintah Daerah berkaitan dengan pendapatan daerah,
pembiayaan daerah dan belanja daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

BAB TV.PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran
pembangu.nan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil
evaluasi pelaksarraan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang
direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah
mendesak di tiDgkat daerah dan nasional, tancangan kerung!<a
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta
indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikal apa yang
diusulkan oleh PD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun
sebelumnya.

4. l. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
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4.2. Prioritas dan Pembangunan

BAE} V. RENCANA PROGRAM DAN KEGI.ATAN PRIORITAS DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan
prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja
yang direncanakan dalam RPJMD. Tabel T-V-C.67

BAB VT.PENUTUP

3. PEI{YTJSUNAN RANCANGAN RKPD

Tahapan pen5rusunan rancang€rn RKPD mencakup kegiatan-kegiatan:
evaluasi rErncangan awal RKP dan rancangan awal RKP tahun rencana;
verifikasi dan integrasi rancangan Renja PD; dan penyelarasan penyajian
rancangan RKPD, melalui proses sebagai berikut:

Garnbar 8
Pen5rusunan Rancangan RKPD Provinsi

Pen5rusunan rattcarrgarr RKPD merupakan kelanjutan dari tahap
penyusunan rancangan awal RKPD yang dilakukan melalui dua tahapan
yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup:

1. Tahap perumusan rancangan RKPD

Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi
pokok yannlg telah disusun dalarn tan.cangan awal RKPD Provinsi dengan
rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan
Nasional / Provinsi Tahun Rencana.

Penyusunan rancangan RKPD ini dilakukan oleh Kepala Bappeda beserta
tim, berkoordinasi dengan Kepala PD.

Pada dasarnya, sistematika materi antara rancangan awal RKPD dan
Rancangan RKPD sama. Tahap perumusan dalam rancangan RKPD lebih
bersifat penajaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan
pada tahap sebelumnya.
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2. Tahap penyajian rancangan RKPD

Penyajian rzrncang.rn RKPD disusun menurut sistematika yang telah
disusun sebagaimana dis4iikan pada rancangan awal RKPD Provinsi.
Kertas kerja yang muncul pada tahap penyusunan rancangan RKPD
sebagaimana dijelaskan pada Sub Bab di atas menjadi dasar perubahan
materi terkait dari isi rancangan awal RKPD.

Sistematika penyajian rancangan RKPD (adalah sama dengan rancangzrn
awal RKPD), sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasat Hukum PenYusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan T\rjuan

BAB II EVALUASI TIASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINER.JA PENYELENGGARAAN PEMERINTAI{AN

1.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
L.2. Evaluasi Pelaksanaan Prograo dan Kegiatan RKPD sampai

Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
1.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN

KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. I\rjuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangrnan Tahun (n)

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

4. PELAKSANAAN MUSRENBANG RKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan .(Musrenbang)
merupakan forum uot" p"rn*giu- kepentingan dalam

-.mbahas rancangan RKPD'

Secara ringkas pelaksanaan musrenbang RKPD Provinsi dapat

arf"- g"-6", bagan afir sebagai berikut:

RKPD
rangla

dilihat
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Gambar 9
Bagan Alir Musrenbang Proviュ si

Beberapa poin penting berkaitan Musrenbang Provinsi :

1. Hasil Musrenbang RKPD Provinsi dijadikan bahan penJrusunan r€rncangan
akhir RKPD Provinsi.

2. Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dijadikan bahan penJrusunan
rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota dan sebagai bahan masukan
untuk membahas rancangan RKPD Provinsi dalam- musrenbang RKpD
Provinsi.

3. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuaidengan kebutuhan pelaksanaan, musrenbang RKPD provinsi
diselenggarakan paling lama pada minggu ketiga bulan April.

4. Unsur-unsur yang rlilibatkan dalam musrenbang RIGD Provinsi sebagai
berikut:

a) Peserta

Peserta musrenbang Provinsi terdiri dari Gubernur dan Wakil
Gubernur, pimpinan dan anggota DpRD, unsur pemerintah pusat, para
Bupati/walikota, Kepala Bappeda dan pD provinsi, pay:a Kepala
Bappeda Kabupaten fKota, pejabat instansi vertikal di Provinsi, para
delegasi mewakili peserta musrenbang Kabupaten/Kota, Akademisi,
LSM/Orrnas, Tokoh Masyarakat, ungllr pengusaha/Investor,
keterwakilan perempu€u1 dan Kelompok Masyarakat Rentan
termqjinalkan serta unsur lain yang dipandang perlu.
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b) Narasumber

Pimpinan atau anggota DPRD Provinsi, pejabat dari
Kementerian/Iembaga di tingkat pusat, pejabat PD Provinsi atau dari
unsur lain yang dipandang perlu, dapat diundang menjadi narasumber
musrenbang RI(PD Provinsi.

c) Fasilitator

Tenaga terlatih atau berpengalarran y€rng memifiki persyaratan
kompetensi dan keme'npuan memandu pembahasan dan proses
pengarnbilan keputusan dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD
Provinsi.

Musrenbang RKPD Provinsi diselenggarakan daTam 2 (dua) tahapan terdiri
dari:

a) Persiapan musrenbang RKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

1) Menyusun jadwal dan agenda musrenbang RKPD.

2) Menyiapkan bahan/materi bahasan musrenbang RKPD

3) Mempublikasikan seluas-luasnya kepada masyarakat pokok-pokok
materi RKPD yang akan dibahas dalam musrenbang RKPD melalui
media massa.

4) Pokok-pokok materi yang akan dipublikasikan sekurang-kurangnya
mencakup program pembangu.nan daerah daerah provinsi yang
mempunyai nilai manfaat langsung kepada masyarakat.

5) Mengumumkan secara luas jadwal, tempat dan agenda musrenbang
paling lama 7 (tujuh) hari sebelum musrenbang diselenggarakan.

6) Merancang pembagian kelompok diskusi dan menyiapkan panduarr
penyelenggaran tata tertib sidang/diskusi kelompok musrenbang
RKPD termasuk dalam panduan dirumuskan teknis pengambilan
keputusan daTarn rapt/persidangan mengutamakan keputusan
melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila pengambilan
keputusan tidak dapat ditetapkan melalui musyawarah untuk
mencapai mufakat, pengambilan keputusan ditetapkan dengan
persetujuan sekurang-kuranglya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah
peserta yang hadir.

7) Mengundang narasumber dan fasilitator sesuai dengan kebutuhan

b) PenyelenggaraanmusrenbangRKPD

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini antara lain:

l) Acara pembukaan musrenbang

2) Rapat Pleno I, pemaparan materi dari pzra na.rasumber dan
rancangan RKPD.

3) Pembahasan materi dalam kelompok diskusi musrenbang RKPD:

4) Rapat Pleno II, pemaparan hasil pembahasan materi rancangan
RKPD oleh setiap pimpinan kelompok diskusi, dan tanggapan,
penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta musrenbang RKPD
untuk disepakati menjadi keputusan musrenbang RKPD.

5) Rangluman hasil rapat pleno II musrenbang RKPD selanjutnya di
rumuskan ke dalam rancangan berita acara kesepakatan hasil
musrenbang RKPD oleh tim perumus yang dipimpin oleh Kepala
Bappeda.



6) Rancangan berita acara kesepakan hasil musrenbang RKPD yang
memuat rumusan kesepakatan hasil musrenbang RKPD, antara lain
teridiri dari lampAan-la'npiran sebagai berikut:

a. Rancangan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD;
Format Rancangan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang
RKPD sebagai berikut :

Lamplran I :BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL
MUSRENBANG PROⅥ NSI

Nomor :

RANCANGAN BERITA ACARA
HASIL KESEPAKATAN MUSRENBANG RKPDPROVINSI

Tahun .............

Pada hari...............Tanggal. sempai dengan tanggal
bulan ............ tahun ............bertempat di ................., telah

diselenggarakan musrenbang RKPD Provinsi ............ yang dihadiri
oleh pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar
hadir peserta dalarn La.mpiran I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangftan:

1. Sambutan-sambutan yang disa",paikan oleh ...... (dijelaskan
secara berurutan pejabat yang menyampaikan) pada acara
pembukaan musrenbang RKPD.

2. Pemaparan materi (disesuaikan dengan materi dan nama pejabat
yang menyampaikan).

3. Tanggapan daa saran dari seluruh peserta musrenbang RKPD
terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua
kelompok diskusi sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil
keputusan kelompok diskusi musrenbang RKPD, maka pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

seluruh peserta musrenbang RKPD provinsi

MENYEPAKATI

KESATU : Menyepakati sasaran dan prioritas daerah, rencana
prografri dan kegiatan prioritas yang disertai indikator
dal target kinerja dan kebutuhan pendanan dalam
r.rncangzrn RKPD provinsi Tahun .... sebagaimana
tercantum dalarn Lampiran II berita acara ini..

KEDUA : Menyepakati program dan kegiatan yang belum dapat
diakomodir dalam rancangan RKPD provinsi Tahun ....
beserta alasannya sebagaimana tercaltum dalam
Lampiran III berita acara ini.

KETIGA : Menyepakati rumusan yang tercantum dala.., lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
hasil kesepakatan Musrenbang RKPD provinsi Tahun
...untuk dijadikan sebagai bahan penJrusunan
rancangan akhir RKPD provinsi Tahun ....
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Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

ta nggal

Gubernur
selaku pimpinan sidang

musrenbang RKPD Provinsi

( Nama)

Mewakili peserta musrenbang Provinsi .....

b. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah;
Format Rencana Prograrn dan Kegiatan Prioritas Daerah
sebagaimana terlihat di halarnan 26.

c. Daftar usulan yang belum disetujui musrenbang RKPD;

d. Daftar hadir peserta musrenbang RKPD;
Format Daftar Hadir Peserta Musrenbang RKPD Provinsi.

DAFTAR HADIR PESERTA MUSRENBANG RKPD PROVINSI
Provinsi : ............
Tanggal :..............
Tempat :..............

No Narna Lembaga/instansi Jabatan/Alarnat Tanda
Tanean

2.

3.

dst

No Nama kmbaga/Instansi Alamat & no
telp. ¨̈

■.

2.

3.

dst
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Format Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

レ嘔 IPIRAN II

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun """'

:  BERITA ACARA KDSEPAKATAN HASIL
MuSRENBANC PROVlNSI¨ …̈ …
NOMOR       :
TANCCAL      :

Pro、■nsl¨  ¨̈   .…

Urussn /Bidang Urusan
Pegterintahan Daerah Dan

Ptograrr / Kegiatan

dengan nama /kabupaten

27

ln●kator ttmetta

印̈
Keterangan

Nomor
Priodtas

¨̈
Loka蒻 Hasil Plogra4 Keluaran Кtaatan Ham Keaatan "…

aan
MaJu

PD Jenis Keg

Dacrah

ｍ晰
Target ｍ』

Targct ｍｍ
Target 1/2/3 1/2/3

(6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

(2) (4) (5)

Unsan _

BIdang Urusan …

PlogIam

Kcglatan

k3atan

dst …

Program……

Keglatan…

Ke3atan… …

Bidang Urus€n .,....

Progam,.......

dst



Cara Pengisian Form sebagai berikut.

Kolom (1) diisi dengan nomor urut prioritas pembangu.nan daerah untuk
Tahun Rencana.

Kolom (2) diisi dengan uraian nama program dan kegiatan prioritas rincian
indikatif kegiatan prioritas yang menunjang prioritas program
dengan memperhatikan apa yang diusulkan oleh pD berdasarkan
prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumaya.

Kolom (3) diisi dengan uraian natna/ rumu san prioritas pembangunan.
Kolom (4) diisi dengan uraian judul/rumus€ln sasaran pembangunan daera_h.

Kolom (5) diisi dengan uraian lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
Kolom (6) diisi dengan uraian tolok ukur hasil program dalam tahun rencana.

Contoh: kualitas pendidikan fagi seluruh anak usia pendidikan
SMP.

Kolom (7) untuk baris program diisi dengan jurrlah/besaran dalam bentuk
angfta dan nama satuan dari hasil atau capaian yang ditarget]an
untuk setiap program yang direncanakan sebagaimana tercantum
dan/atau yang telah disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan RKPD dua tahun sebelum tahuD rencana. Contoh
satuan: jiwa/orang, satuan jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan
panjang (meter, km), satuan berat (kg, ton), satuan wilayah (desa,
kecamatan, kabupaten/kota) prosentase (%) dan lainnya.

Kolom (8) diisi dengan uraian tolok ukur keluaran dari setiap kegiatan.
Contoh: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik SMp-

Kolom (9) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan
dari keluaran yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang
direncanakan. Jumlah/besaran keluaran yang ditargetkan dari
seluruh kegiatan pada program yang direncanakan harus berkaitan,
berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil
program yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan
jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, km), satuan
berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaten/kota)
prosentase (o/ol dan lainnya. Contoh: 4 ruang belajar SMp.

Kolom (lo) diisi dengan uraian tolok ukur hasil dari setiap kegiatan. contoh:
tersedianya ruang belaja:r" yang dapat menampung peserta didik
SMP.

Kolom (11) diisi dengan jumlah/besaran dalam bentuk angka dan nama satuan
dari hasil yang ditargetkan untuk setiap kegiatan yang
direncanakan. Jumlah/besaran hasil yang ditargetkan dari seluruh
kegratan pada program yang direncanakan harus berkaitan,
berkorelasi dan/atau berkontribusi terhadap pencapaian hasil
progr:^rn yang direncanakan. Contoh satuan: jiwa/orang, satuan
jumlah (unit, buah, eksemplar), satuan panjang (meter, lcn), satuan
berat (kg, ton), satuan wilayah (desa, kecamatan, kabupaien/kota)
prosentase (Uo) dan lainnya Contoh: 4 rluarllg betajar untuk 16O
peserta didik atau 80% dari target hasil/capaian prograrr,.

Kolom (12) diisi dengan jumlah pagu indikatif untuk setiap progrurm prioritas,
yang dihitung berdasarkan indikasi jenis dan besaran kegiatan yang
dibutuhkal sesuai program prioritas dan kemampuan liskal
daerah. Kolom ini cukup diisi untuk pagu indikatif prograrn saja.

Kolom (13) .liisi dengan prakiraan kebutuhan dana tahun berikutnya (n+l) daritahun al;ggararr yang dircncanakan guna h.-as'tit an
kesinambungan untuk setiap prograrn dan kegiatan

Kolom (14) diisi dengan siapa yang bertanggungjawab kegiatan tersebut
apakah: (l) dapat dilakukan oleh satu pD, tuliskan FDnya; (2) lintas
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PD; (3) lintas wilayah, yang diusulkan ke musrenbang
provinsi / kabupaten / kota. . . 

*)

Kolom {15) diisi dengan apa sifat jenis kegiatan tersebut:

a. sedang bedalan, yaitu program dan kegiatan satu tahun
sebelum tatrun yang direncanakan yang tercantum dalam
renstra-PD.

b. alternatif, yaitu progrern dan kegiatan PD, lintas PD dan
kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan
pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan yang mempunyai
dampak guna mempercepat pencapaian sasaran pembangunan
daeratr.

c. baru, yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada
renstra-PD dengan kriteria:
1) tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugan yang

lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat;
2l dalam rangka mempercepat capaian target sasar€rn renstra-

PD;
3) adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional

yang mendukung percepatan pembangunan daerah;
dan/atau

4l dilakukan jika kegiatan-kegratan yang dilaksanakan
sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang
sesuai dengan sasaran Renstra PD

5. PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR

Tahapan penyusunan rancangan akhir RKPD mencakup kegiatan-
kegiatan:

1. evaluasi hasil musrenbang Nasional RKP;
2. sinkronisasi musrenbang RKPD; dan
3. penyelarasan penyajian ranc€rngan al&ir RKPD, melalui proses

sebagai berikut:

Gambar 11
Pen5rusunan Rancangan Akhir RKPD Provinsi
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Perumusan rancangan akht RKPD dilakukan melalui tahapan dan tatacara
sebagai berikut:

l. Perumusan rarTcangan akhir RKPD
Rancangan akhir RKPD Provinsi dirumuskan berdasarkan masukan hasil
musrenbang provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil
musrenbang Kabupaten/ Kota dengan memperhatikan hasil musrenbang
nasional RKP untuk mencapai sinergitas, harmonisasi, dan sinkronisasi
pembangunan.
Sistematika rr,aterj antara Rancangan RKPD dan Rancangan akhir RKPD

sama. Perumusan dalam rancangan akhir RKPD lebih bersifat
penqjaman dan penyempurnaan materi yang telah dihasilkan pada tahap
sebeiumnya. Oleh karena itu, kegiatan atau langlah-lang!<ah dalam
perumusan tahap ini relatif lebih singkat.

al Evaluasi Musrenbangnas RKP
Evaluasi dimalsud merupal<an bagian dari proses identiflasi
kebijakan nasional untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang
telah dilakutan pada tahap penJr'usunan rancangan RKPD Provinsi,
khususnya identjfikasi kebijakan nasional yang disampaikan d3Jam

musrenb-ang nasional RKP Tahun Rencana. Output yang dihasilkan
dala:n tahap ini adatah adanya program dan/atau ktgiatan prioritas
baru untuli merespon hasil musrenbang RPKD provinsi, termasuk di
dalamnya adalah pagu indikatif program/kegiatan
Kementerian/Lembaga yang perlu diintegrasikan dengan program
pembangunan Daerah Provinsi. Dengan demi!3n, diharapkan apa
y"rrg t"f'"f, dirumuskan dalam rancangan akhir RKPD Provinsi
selaras dengan Kebljakan Pemerintah.

Sinkronisasi hasil Musrenbang RKPD Provinsi
Tahap ini bertujuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan
keseiakatan muirenbang RKPD provinsi ke dalam rancangan akhir
RKPb Provinsi. Integrasi dilakukafl dengan mengevaluasi berita acara
pelaksanaan musienbang RKPD Provinisi. .B*e lampiran
pendukung yang otentik. Materi yang disinkronkan adalah

irerubahan iubstansi dari rancangan selama proses

Lusrenbang RKPD dilakukan, meliputi: penyepalatan program dan
kegiatan, rumusan sasaran, rumusurn indikator kinerja, pagu

t#tk"tlf, dan lokasi kegiatan. Secara prinsip, kesepakatan akhir
musrenbang bersifat mengikat dan harus diadopsi dalam rancangan
akhir nKPO kecuali dinyatakan lain datam berita acara musrenbang
RKPD. Suatu pernyataan lain dimaksud antara lain jika disebutkan
bahwa suatu k"""put"t"., musrenbang disebutkan akan dibicarakan
atau diusulkan dalam tahap penJmsun€rn rancangan akhir RKPD

atau akan diusulkan pada forum musrenbang yang lebih tinggi
(musrenbang nasional) karena alasan batas kewenangan atau alasan

lain yang disepakati dalam musrenbang'

Penyelarasan PenYajian
Tahlp ini merupakan sinkronisasi terhadap penyajian rErnczrngan

awal RKPD di keseluruhan bab sehubungan dengan adanya
perubahan di bab-bab tertentu oleh proses yang spesifik pada tahap
pemmusan Rancangan akhir RKPD.
Llntuk evaluasi musrenbangnas RKP akan mempengaruhi materi
penyajian pada Rancangan RKPD khususnya dalam Bab Telaahan
tebiiaf."n nasional. Hasil dari evaluasi tersebut (jika ada perubahan
prioiitas dan sasaran pembangunan dan program serta kegiatan
p.io.it"" akan merubahf menambah materi terkait pada bab telaahan
Lebljakan nasional dan provinsi dan bab prioritas dan sasaran
p"oib"og.r.,rn serta bab progrFrn dan kegiatan prioritas dan pagu

i"at"tif. Jika dirasa perlu, untuk memenuhi aspek kecukupan
inforrnasi, hal-hal terkait dengan perubahan tersebut, ditambahkan
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informasi yang relwan pada bab analisis dan evaluasi di sub-bab
terkait.

Penyajian rancangan akhir RKPD

Penyajian ranczrngan akhir RKPD disusun menurut sistematika yang
telah disusun sebagaimana disajikan pada rancangan RKPD. Dengan
demikian, sistematik penyajian Rancangan akhir RKPD sama dengan
rancangan RKPD, sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
L.4. Sistematika Dokumen RKPD
1.5. Maksud dan T[juan

BAB II EVALUASI HASIL PEI.AKSANAAN RKPD TAHUN I.ALU DAN
CAPAIAN KINER"IA PEI{YELENGARAAN PEMERINTAHAN

1.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
1.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD

Sampai Tahun Be{alan dan Realisasi RPJMD
1.3. Permasalahan Pembangunan

BABIII RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.L Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2 PrioritasPembangunan

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BAE}VI PENUTUP

6. PENBTAPAN RKPD

1. RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur setelah
RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

2. RKPD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan peraturan
Bupati/Walikota setelah RKPD Provinsi ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur.

3. RKPD Provinsi yang telah ditetapkan dijadikan pedoman
penyempuflraan rancangzur Renja PD Provinsi dan rancangan
akhfu RKPD Kabupaten / Kota.

4. RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman
penyempurnaan rancangan Renja PD Kabupaten/Kota.

B. PElrrUSUItArr RtIfCA"ltA KER.TA IR"ENJA) PD

Renja PD disusun setelah ada SE Gubernur tentang Penyusunan Reqja
PD yang dilampirkan dengan Rancanagan Awal RKPD. Rencana Kerja
(Renja) PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode I (satu)
tahun. Renja PD merupakan penjabaran Renstra PD yang mengacu
pada RKPD, dan memberikan gambaran teatang program dan kegiatan
yang akan dikerjakan oleh PD dalam I (satu) tahun anggaran.

Renja PD menjawab apa yang menjadi tduan, sasaran peningkatan
pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian
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program dan kegiatan pelayanan PD sesuai Tupoksinya. Selain itu,
Renja PD mengakomodir hasil Musrenbang RKPD dan Forum PD.

Muatan Renja PD sebagaiaana terlihat pada gambar 12 berikut :

Gambar 12
Muatan Renja PD

Jadwal perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut :

Gambar 13
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Gambar 14
Bagan Alir Penyusunan Renja PD

PENYUSUNAN RANCANGAN REN」 A PD PENETAPAN REN」A  IPD

PENYuSUNAN RKPD
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Renja PD disusun dengan tahapan :

a. Persiapan Penyusunan Renja PD
Persiapan penJrusunzrn Renja PD terdiri dari :

1. Penyusunan ranc.rngan Keputusan Kepala PD tentang
pembentukan Tim Penyusun Renja PD;

2. Orientasi mengenai Renja PD;
3. PenSnrsunan agenda kerja Tim Pen)rusun Renja PD; dan
4. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah.
Data dan informasi dalam penyu.sunan Renja PD adalah :

a) Kondisi pelayanan PD;
Hal ini untuk menunjukkarr :

l) Peran PD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
2) Sumberdaya PD dalam penyelenggaraan tugas dan

fungsi;
3) Capaian kinerja melalui pelaksanaan Renstra

sebelumnya;
4) Capaian kinerja antara Renatra dengan RPJMD periode

sebelumnya; dan
5) Harnbatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi.

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil
evaluasi pelaksanaan PD, serta kajian terhadap pencapaian
kinerja Renstra PD, maka dapat dirumuskan isu-isu
penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan
tungsi PD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraatt tugas dan
fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan,
hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan
penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta
capaian kinerja Renstra PD.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

(a) Sejauh mana tingkat kine{a pelayanan PD dan hal
kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Khueus untuk
PD Provinsi, juga harus melihat sejauh mana sinergitas
dan koordinasi perencanaan maupun pelaksanaan
pembangunan aIftara PD Provinsi dengan PD
Kabupaten/Kota serta dengan Kementerian dan
Lembaga di tjngkat Pusat dalam mencapai tujuan
pembangunan;

(b) Permasalaharr dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;

(c) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi
Gubernur, terhadap capaian program nasional dan
internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium
Deuelopmnet Goalsl;

(d) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan
pelayanan PD; dan

(e) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.

b) Organisasi dan tatalaksana PD;
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c) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja
sebelumnya.

PD tahun―tahun

Perlu dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja prograrn
dan kegiatan PD tahun sebelumnya. Review didasarkan
atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-
tahun sebelumrrya, Iaporan evaluasi pelaksanaan Reostra
PD, dan perkiraan pelaksanaan DPA-PD. Hasil review
digunakan sebagai masukan pen5rusunan kegiatan untuk
di-ampaikan kepada Tim Penyusun RKPD pada saat
menyusun Rancangan AwaI RKPD;

d) Hasil evaluasi pencapaian target program dan kegiatan
Renstra PD;
Kondisi dan rencana tata ruang wilayah;
Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan
fungsi pelayanan PD;
Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan PD;

Data kependudukan dan informasi dasar kewilayahan;
Rancangan awal RKPD tahun rencana;
Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pusat;
Informasi program dan kegiatan yang diusulkan;
l) dari Itabupaten/ Kota untuk penyusunan Renja PD

Provinsi;
2l dai Kecamatan untuk penyusunan Renja PD

Kabupaten/Kota.
1) Informasi lain terkait pelayanal PD.

Penyusunan Rancangan Renja PD.
Penyajian Rancangan Renja PD disusun dengart sistematika
sekurang-kurangnya :

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

BAB IL  EVALUASI PELAKSANAAN REN」 A PD TAIIUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra PD
Analisis Kinerja Pelayanan PD
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan
PD

Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

BAB III, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
3.2 Tujuan dan sasaran Renja PD
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian PenutuP, beruPa:

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian,
baik dalar, rang!<a pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
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Untuk Provinsi, dokumen ranczrng€rn Reqja PD provinsi merupakan
bahan pembahasan untuk disinergikan dengan hasil musrenbang
RKPD kabupaten yang terkait dengan tugas dan fungsi PD, untuk
dibahas dalam forum PD Provinsi.

Pelaksanaan Forum PD

Kegiatan forum PD provinsi bertujuan untuk menyelaraskan
rumusan r€rncangan Renja PD Provinsi, berdasarkan hasil kerja
Tim Penyusun dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD
Kabupaten/Kota.

Forum PD Provinsi merupakan wahana antar pihak-pihak yang
langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak
dari program dan kegiatan PD sebagai perwujudan dari pendekatan
partisipastif perencanaan pembangunan daerah.
Forum PD Provinsi membahas rancoLngan Renja PD Provinsi dengan
menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari
musrenbang RKPD Kabupaten/Kota, sebagai bahan untuk
menyempurnakar rancangan Renja OPD Provinsi, yang difasilitasi
oleh PD Provinsi terkait.

T\rjuan Forum PD Provinsi adalah:
1. Menyelaraskan program dan kegiatan PD Provinsi dengan

usulan program dan kegiatan hasil musrenbang
Kabupaten / Kota;

2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan
kegiatan PD Provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar PD Provinsi dalam
rangka optimalisasi pencapaian sas€ran sesuai dengan
kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas
pembangunan daerah; dan

4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD Provinsi.

Forum PD Provinsi membahas r€rncang€ul. Renja PD Provinsi,
dengan masukan dari musrenbang Kabupaten/Kota atau forum PD
Kabupaten/Kota, sebagai upaya menyempurnakan rancangan
Renja PD Provinsi.
Rancangan Renja PD Provinsi hasil forum PD Provinsi, menjadi
bahan pemutakhir€rn rancangan RKPD Provinsi untuk selanjutnya
dibahas di dalam musrenbang RKPD Provinsi.
Pelaksanaan forum PD Provinsi paling lama pada minggu teralhlr
bulaa Uaret darr petunjuk teknis pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Gubernur.
Penyelenggaraan forum PD Provinsi dilakukan dengan
mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan
kebutuhan. Dengan demikan dapat diselenggarakan oleh masing-
masing PD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa PD di
bawah koordinasi Bappeda Provinsi.

Unsur-unsur yang.lilibatkan dalam Forum PD
l. Peserta

Peserta forum PD hovinsi antara lain terdiri dari unsur
Bappeda Provinsi, PD Provinsi, Bappeda dan PD
Kabupaten/Kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai
dengan kebu(rhan.
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2. Narasumber

Narasumber forum PD provinsi dapat berasal dari Bappeda
Provinsi, PD Provinsi, DPRD Provinsi dan/ atau unsur lain
sesuai dengan kebutuhan.
Narasumber berfungsi menyajikan informasi yang dapat
dipertanggungiawabkan dan perlu diketahui peserta forum PD
Provinsi, seperti kebijakan dan/ atau peraturan perundang-
undangan serta penjelasan lainnya yang diperlukan terkait
dengan materi yang dibahas di dalam kelompok diskusi untuk
proses peng€rmbilan keputusan hasil forum OPD Provinsi.

3. Fasilitator

Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang
memiliki persy€uatan kompetensi dan kemamfuan memandu
pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan
dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran
proses pembahasan dan pengarnbilan keputusan untuk
menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang
kelompok forum PD provinsi.

Penetapan Renja PD
Pelaetapa;a rancangan akhir Rencana Ke{a PD dilakukan dengan
pengesahan oleh Gubemur, selanjutnya Kepala PD menetapkan
Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam
men)nrsun program dan kegiatan prioritas PD pada tahun anggaran
berkenaan.

l. Verifikasi Rancangan Renja PD dengan RKPD

Verif.kasi terhadap rancangan Renja PD bertujuan untuk
menilai apakah r€urcangan akhir Renja PD sudah sesuai dengan
RKPD yang sudah disahkan dengan Peratura-n Gubernur,
dilakukan sebagai berikut:

a) Kepala PD menyampaikan rancangan akhir Renja PD
kepada Xepala Bappeda.

b) Bappeda melakukan verifkasi akhir terhadap rancangan
akhir Renja PD, untuk menjamin kesesuaian antara
program dan kegiatan PD dengan program dan kegiatan
pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

c) Bappeda menghimpun seluruh rarTcatTgan akhir Renja PD
yang telah verifikasi, untuk diajukan kepada Gubernur
dalarrr rangka, memperoleh pengesahan.

2. Pengesahan Renja PD oleh Gubernur

a) Pengesahan rancangan akhir Renja PD dengan Peraturan
Gubernur pding lallaa 1 {satu) bulan, setela}r Peraturan
Gubernur tentang RKPD tahun berkenaan ditetapkan.

b) Penetapan Renja PD oleh kepala PD paling larna 14 (empat
belas) hari, setelah Renja PD disahkan oleh Gubernur.
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III. PEITTYUSUNAIY DAN PENETAPAIT KUA-PPAS

Proses Pen5rusunan APBD dimulai dengan penJrusunan rancangan
Kebijakan Umum APBD (IruA) dan dokumen Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS). Kedua dokumen tersebut kemudian
dibatras bersama DPRD untuk menglrasilkan sebuah Nota Kesepakatan
KUA dan PPAS. Berdasarkan Nota Kesepakatan tersebut, Gubernur
menyampaikan Surat Edaran yang berisi Pedoman Penyusunan RKA- PD
yang kemudian ditindaklanjuti oleh PD dengan melakukan penJrusunan
RKA- PD.
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan kompilasi RKA-
PD menjadi Ranperda APBD untuk dibahas dan memperoleh
persetujuan bersama dengan DPRD sebelum diajukan dalam proses
Evaluasi. Proses penetapan Perda APBD baru dapat dilakukan jika
Menteri Dalam Negeri menyatakan bahwa Perda APBD tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturzrn perundangan
yang lebih tinggi. Dalam kasus tertentu di mana DPRD tidak mengarnbil
keputusan bersama, Gubernur dapat menJrusun Peraturan Gubernur
tentang APBD.

PROSES PENYUSUNANAPBD

P,nyuStmn Rape中‐

^P,p
pedpM
Pen"壺nan
RICA PD

に )|

Raperda想80
A4).

,

Secara detail penJrusunan KUA-PPAS sampai degan penetapan APBD
sebagaimana terlihat pada bagan Alur A-1, yang diambil dari Bagan Alir
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 :

Pen■pa,PerdaAP鴫

__ ■_  _.

…
|£ 露 隠 為 亀 D‐ |‐

‐‐

ttlll'~・｀

摯1幽

Penysunan KUA & PPAS

―Nota Kes"attm
●KUAdm PPA
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A.1.PENYUSUNAN KUA DAN PPAS

Pertengahan
Juni

TAPD menyusun rancangan awal KUA
tersebut memuat:
- Pokok-pokok kebijakan yang memuat

sinkronisasi kebijakan Pusat-Daerah
- Prinsip dan kebilakan penyusunan APBD
- Teknis penyusunan APBD
- Hal-hal khusus lainnya

. TAPD menyampaikan Encangan awal KUA
Kepada SEKDA.

SEKDA menyetujui rancangan awal KUA dan
menyerahkan rancangan KUA kpd Gubemur
paling lambat awal Juni.

Gubemur mengotorisasi rancangan KUA dan
menyerahkan kpd DPRD paling lambat
pertengahan Juni.

DPRD membahas rancangan KUA bersama
PEMDA untuk menghasilkan KUA dan Nota
Kesepakatan KUA. KUA disepakati paling
lambat minggu ke.1 Juli.

Berdasarkan KUA dan Nota Kesepakatan
TAPD menyusun rancangan awal PPAS.
Tahapan PPAS:

- Menentukan skala prioritas urusan
- Menentukan urutan program tiap urusan
- Menyusun plafon anggaran sementiara
tiap program

TAPD menyampalkan rancangan awa:PR
kepada SEKDA.

SEKDA menyetujui Encangan awal PPAS
menjadi Rancangan PPAS dan
rancangan PPAS kepada Gubemur.

Gubemur mengotorisasi rancangan PPAS
menyerahkan kepada DPRD paling lambat
minggu ke'2 Juli.

DPRD mernbahas ren@ngan
bersama PEMDA untuk menghasilkan
dan Nota KOsepakatan PPA.KOdua
ini diseoakati

Ⅳ o TA― AN DAN JADWAL PENYUSUNAN APBD

("gul J面 }
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A.2, Penyiapan Pedoman Penyusunan RKA PD

Uraian TAPD SEKDA GUBERNUR

Sebagai langkah awal penyusunan Raperda
tentang APBD,TAPD menyiapkan Rancangan
AWAL Surat Edaran (SE) Gubernur tentang
Pedoman Penyusunan RKA-PD.

Penyusunan Pedoman tersebut mengacu pada KUA
dan PPA yang telah disepakati serta dokumen-
Dokumen pendukung laan seperti Analisis Standar
Belanja, SPM, dan Standar Satuan Harga,

Rancangan Awal SE Gubemur ini mencakup:
1. PPA untuk tiap program PD dan rencana

Pendapatan dan pembiayaan
2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar PD den(

kineria PD sesuai dengan SPM
3. Batas waktu penyampaien RKA-PO kepada PPKI
4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dari F
5. Lampiran: - KUA

. PPA
- Kode Rekening APBO
- Format RKA-Po
- Analisis Standar Belania
- Standar Satuan Harga

TAPD menyerahkan Rancangan AWAL Sumt Edar
Gubemur tentang Pedoman Penyusunan RKA-PD
Kepada SEKDA.

SEKDA menyetuiui Rancangan AWAL Surat Edaral

rcangEn AWAL
Gubemurtontang
loman
ryusumn RXA

Rancangan AWAL
SE Gubernur Entang
Pedoman Penyusunan
RKA PO

Gubemur tentang Pedoman Penyusunan RKA-PD
meneruskannya kepada Gubemur.

4. Gubemur mengotorisasi Rancangan Surat Edaran
Gubemur tentang Pedoman Penyusunan RKA PD
meniadi Surat Edaran Gubemur tentang Pedomar
Penyusunan RKA PD, paling lambat awal bulan
Aguslus tahun angg aran b€,qalan.

SEKDA mengkoordinasi penyebaran Surat Edaran
Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA OPD
kepada PD-PD.

SE Gubemur
Tentang Pedoman
P€oyugunan RKA
PO

!r-..r1
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A.3, Penyusunan RKA PD

Uraian PD

PD rnenerima Surat Edaran Gubemur tentang
Pedoman Penyusunan RKA-PD. Berdasalkan SE
tersebut, PD mulai menyusun RKA masing-masing

PD menyusun Rincian Anggaran Pendapatan untuk
menghasilkan RKA-PD 1. Form RKA-PD 1

disiapkan hanya oleh OPD pemungut pendapatan.

PD flrenyusun Rincian Anggaran Belania Tidak
Langsung untuk menghasilkan RKA-PD 2.1.

PD menyusun Rincian Anggaran Belania
Langsung masing-masing kegiatan unluk
menghasilkan RKA-PD 2.2.1 untuk kemudian
digabung dalam rekapitulasi Rincian
Anggaran Belania Langsung untuk menghasilkan
RKA. PD 2.2.

ヽ
‐
′ノ

／
‐
ヽ
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1. RKA-PD yang telah disiapkan oleh
masing-masing PD (seperti
dijelaskan di halA.3) diserahkan
kepada PPKD untuk memulai
penyusunan Raperda tentang

2. PPKD menyerahkan RKA― PD
T APD untuk d‖ akukan

Pembahasan dilakukan untuk menelaah
kesesuaian antara RKA-PD dengan
PPA, prakiraan ,dan
lainnya, serta capaian kinerja, indikator
kelompok sasaran kegiatan, SAB,
harga, SPM, se(a sinkronisasi program dan

hasil pembahasan RI(A-PD terdapat
ketldaksesualan,PD harus melakukan
penyempumaan.

3.TAPD menyerahkan RKA― PD yang
Telah sesual kepada PPKD untuk
dikompliad meniadi Raperda APBD

4. Dengan data tambahan berupa
Keuangan dan Daftar Pegawai,
melakukan kompilasi atas RKA― PD
menjadi Raperda APBD beserta
dan Nota Keuangan.

Lampiran APBD:
- Ringkasan APBD
- Ringkasan APBD (urusan dan
- Rekapitulasibelanja
- Daffar jumlah pegawai, piutang
dan investasi daerah

- Daffar perkiraan penambahan/
pengurangan aset tetap dan aset lai

- Dafiar kegiatan dianggarkan kembali
- Daflar dana cadangan daerah dan

pinjaman daerah

PPKD menyerahkan Raperda APBD
beserta lampiran dan Nota
kepada SEKDA.

SEKDA menyerahkan Raperda
beserta lampiran dan Nota
kepada Gubemur dengan
melakukan sosialisasi kepada

Penyusunan
Raperda^PBD
besertal■

“
口ran
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A.5 Pembahasan Raperda APBD dan Penyusunan Raper Gubernur - Penjabaran APBD

. Gubemur menyusun Raperda APBD
lampiran dan Nota Keuangan (seperti
dijelaskan dalam proses A.4).

2. Gubemur menyerahkan Raperda APBD
beserta lampiran dan Nota Keuangan
kepada DPRD paling lambat minggu
pertama bulan Oktober.

3. DPRD bersama PEMDA membahas
Kesesuaian Raperda APBD beserta
lampiran dan Notra Keuangan dengan
dan PPAS.

Sete!ah dinyatakan sesuai DPRD dan
Cubemur membuat Persetuiuan Bersama
Raperda APBD se:ambat― lambatnya l

sebelum tiahun anggaran bersangkutan
dibksanakan.

:ebih dari l buian DPRD tidak

keputusan maka proses
ke penyusunan Raper Gubemur

.DPRD menyerahkan Persetuiuan
Raperda APBD kepada PPKD.

PPKD, berdasarkan Persetujuan Bersama
Raperda APBD dan RKA-PD, menyiapkan
Raper Gubemur Penjabaran APBD.

Raper Gubemur Penjabaran
Ringkasan penjabaran anggaran
daerah, belanja daerah, dan pembiayaan
daerah
Penjabaran APBD menurut urusan,
organisasi,program, kegiatan, kelompok, .

objek. rincian obiek pendapatran. belanja,
pembiayaan

. PPKD menyerahkan Raper Gubernur
Penjabaran APBD kepada Gubemur.
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A.6 Evaluasi Raperda APBD dan Raper Clberhurpeniaba‐ ran APBD

I Has‖ Eva!uasi disampalkan

三酬 棚躍二鞣 a

.Gubemur menyerahkan Raperda APBD beserta:ampiran
dan Raper Gubemur Peniabaran APBD kepada
Mendagri paling:ambat 3 hari keria setelah disetuiui.

Penyampaian Raperda dan Raper Gubemur disertai:

- Peisetujuan bersama PEMDA- DPRD terhadap Raperda

APBD
KUA dan PPA yang disepaka‖ Gubemyr dan^pimpinan

- Risalah sidanglabnnya pembahasan Raperda APBD
- Nota Keuangan dan pidato kepala daerah perihal

penyampaiai pengantar nota keuangan pada sidang DPRD

. Mendagri mengevaluasi kesesuaian Raperda

APBD 6eserta lampiran dan Raper KDH Peniabaran APBD

Jlka Raperda APBD tidak dapat dite面 ma dalam pЮses

eva:uasi,Pemda&DPRD harus me:akukan penyempumaan
iangka waktu 7 had

Mendagri menyerahkan Raperda APBD beserta

lampiran dan Raper Gubemur Penjabaran yang sudah

sesuai dengan Permendagri tentang Evaluasi Raperda

kepada Gubemur.
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Uraian Gubemur G‐むbemur/Mёndag画

1. Gubemur menetapkan Raperda APBD beserta lampiran
dan Raper Gubernur Penjabaran menjadi Perda APBD
dan Pergub Penjabaran selambat-lambahya 31

Desember tahun anggaran sebelumnya.

2. Gubernur menyerahkan Perda APBD dan Per Gubemur
Penjabaran kepada Mendagri selambat-
lambatnya 7 hari setelah ditetapkan.

軍
一止Perda APBD

Lh■
劃 回
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Penjelasan atas gambar bagan diatas sebagai berikut :

a. TAPD menyiapkan Rancangan Awal Surat Edaran (SE) Gubernur
tantang Pedoman PenJrusunan RKA PD.
Penyusunan pedoman tersebut mengacu pada KUA dan PPAS
yang telah disepakati serta dokumen-dokumen pendukung lain
seperti Standar Satuan Harga Barang dan Jasa, Standar Analisa
Belanja (ASB), Standar Petayanan Minimal, dan lain-lain.
Rancalgan awal SE Gubernur mencakup antara lain :

1. PPAS untuk tiap prograrn PD dan rencana Pendapatan dan
Pembiayaan;

2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar PD dengan kinerja PD
sesuai SPM;

3. Batas wakhr penyampaian RKA PD kepada PPKD;
4. Hal-hal lain yang perlu mendapat perhatian dari PD;
5. Lampiran :

a) KUA;
b) PPAS;
c) Kode rekerring APBD;
d) Format RKA PD;
e) ASB; dan
f) Standar Satuan Harga.

b. TAPD menyerahkan Rancangan Awal SE Gubernur tentang
Pedoman Penyusunan RKA PD kepada Sekretaris Daerah.

c. Sekretaris Daerah menyetujui Rancangan Awal SE Gubernur
tentang Pedoman Penyusunan RKA PD dan meneruskan kepada
Gubemur.

d. Gubemur mengotorisasi Rancangan SE tersebut menjadi SE
Gubernur tentang Pedoman Penyusunan RKA PD paling lambat
awal bulan Agustus tahun berjalan.

e. SE Gubernur tentang Pedoman Pen5rusunan RKA PD diedarkan
pada awal bulan Agustus tahun berjalan.

f. PD Penlrrsun RKA PD dan selanjutnya diserahkan kepada PPKD
untuk penyusunan Ranperda tentang APBD.

g. RKA PD yang telah diterima oleh PPKD selanjutnya diserahkan
kepada TAPD untuk dibahas.
Pembahasan dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RXA -
PD dengan KUA, PPAS, dan Lampiran yang disampaikan bersama
SE Gubernur serta sinkronisasi program dan kegiatan antar PD.
Apabila hasil pembahasan RKA OPD terdapat ketidak sesuaian,
PD harus melakukan penyempumaan.

h. TAPD menyerahkan RKA PD yang telah sesuai kepada PPKD
untuk dikompilasi menjadi Ranperda APBD.

i. Dengan data tambahan lainnya yang dibutuhkan, PPKD
melakukan kompilasi atas RKA PD menjadi Ranperda tentang
APBD beserta Lampiran dan Nota Keuangan.

j. PPKD menyerahkan Ranperda tentang APBD beserta lampiran
dan Nota Keuangan kepada Sekretaris Daerah.

k. Sekretaris Daerah menyerahkan Ranperda tentang APBD beserta
lampiran dan Nota Keuangan kepada Gubernur.

l. Gubernur menyerahkan Ranperda tentang APBD 6.ssrta laanpiran
dan Nota Keuangan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Oktober.

m. Badan Anggaran DPRD bersama TAPD membahas kesesuaian
Ranperda tentang APBD beserta l,ampiran dan Nota Keuangan
dengan KUA dan PPAS.
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BAB II
DOKUMEN PERENCANAA■

Pasa1 4

Pcrcncanaan Pcmbangunan dan Penganggaran Tahunan scbagallnana
dimaksud dalaln Pasa1 2 disusun dcngan sistcmatika scb饗鰤 berikut:

I   PENDAHULUAN
II.   PENYUSUNAN RKPD DAN REN」A PD
IH.  PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KUA―PPAS
IV  TAHAPAN DAN」ADWAL PENYUSUNAN APBD

Dokumcn Pcrencanaan scbagalmana dimaksud pada avat(1),tCrCantum
dalaln lalnpiran dan merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaagan Peraturan
Gubernur ini dengal penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

FRANS LEBU RA

Diundangkan di Kupang
pada targgal

SEKRETARIS DAERAH

2017

PROⅥN創

)賊鍼 員IGGARA■

MUR,‖

V
FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR


